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Consumer Tax in Islam and According to Maqashid Syariah

Abstract. A country is prohibited from collecting its citizens' assets without a legal basis. Taxes are
one of the country's primary products and an essential part of financial policy. Scholars argue, based
on ijtihad, that taxes (dharbah) are permissible and arise for reasons that are different from zakat,
which is an obligation on the wealth of Muslims. The other side says that no (harmful) tax is
permissible or impermissible according to Sharia. Many scholars argue that taxes are prohibited, while
others argue that they are permissible. Therefore, we can view tax law, especially in Indonesia, as being
based on the maqashid of Sharia. If analyzed from the perspective of two levels of maqashid of Sharia
according to As-Syatibi: Al-Daruriyah & Al-Hajjiyyah. Therefore, it can be concluded that consumer
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tax law is permissible for the benefit and must be obeyed by those who are obliged to pay consumer
taxes to avoid undesirable dharuroh.

Keywoards: Tax, Indonesian Tax Law, Maqashid Syariah

Abstrak. Suatu negara dilarang memungut harta warganya tanpa adanya undang-undang yang
mendasarinya. Pajak merupakan salah satu produk utama negara dan merupakan bagian penting dari
kebijakan keuangan. Para ulama berpendapat berdasarkan ijtihad bahwa pajak (dharbah)
diperbolehkan dan timbul karena alasan yang merupakan kewajiban yang berbeda terhadap kekayaan
umat Islam dibandingkan dengan zakat. Sisi lain mengatakan bahwa tidak ada pajak (yang merugikan)
yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut Syariah. Banyaknya ulama yang berpendapat
kalau pajak hal yang di larang dan ada yang berpendapat membolehkan, maka kita bisa melihat hukum
pajak khususnya di Indonesia dengan maqashid Syariah. Jika dianalisis dengan pandangan dua tingkat
maqashid Syariah menurut As-Syatibi: Al-Daruriyah & Al-Hajjiyyah. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa hukum pajak konsumen menjadi boleh demi kemaslahatan dan harus ditaati bagi yang
mendapat kewajiban membayar pajak konsumen agar tidak menjadi dharuroh yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Pajak, Hukum Pajak Indonesia, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Dengan berjalannya waktu dan keperluan negara meningkat, pajak diwajibkan
di beberapa negara untuk memenuhi keperluan dan pengeluaran negara tersebut.
dari banyaknya negara di dunia, Indonesia termasuk negara yang mewajibkan
warganya untuk membayar pajak. Dikutip dari situs resmi Badan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah alasan pemerintah memungut pajak berdasarkan dua
prinsip yaitu:'

1. Benefit Principle yang artinya warga memperoleh keuntungan dari negara, maka
negara diperboehkan untuk memungut pajak untuk warga negaranya.
Negaralah yang membangun semua fasilitas umum yang ada fasilitas tersebut
nantinya akan digunakan oleh masyarakat luas, negara jugalah yang
memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Untuk bisa menjalankan hal
tersebut diperlukan sumber dana yang memadai.

2. Ability-To-Pay Taxation Principle yaitu negara memungut pajak harus sesuai
kemampuan setiap masing-masing individu warga negara. Warga negara yang
6 memiliki penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula dari
warga yang memiliki penghasilan lebih kecil.

Suatu negara dilarang memungut harta warganya tanpa adanya undang-undang
yang mendasarinya. Dalam undung-undang Indonesia yang mendasari adanya pajak
terdapat di UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lainnya yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dasar
hukum pemungutan pajak juga dimuat dalam dasar hukum ketentuan umum dan
tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai mana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

! Bilgisth Natasya Febriyanti, “Hukum Pajak,” 2022.
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.> Di negara ini, pajak yang diambil oleh
pemerintah pusat yaitu pajak pusat, dan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah
yaitu pajak daerah.

Pajak merupakan salah satu produk utama negara dan merupakan bagian
penting dari kebijakan keuangan. Dalam literatur pemikiran Islam di bidang
ekonomi, terdapat dua pandangan mengenai pajak. Pengamatan pertama adalah
bahwa dalam sistem ekonomi Islam, satu-satunya pendapatan negara yang boleh
dipungut oleh pemerintah adalah zakat. Tidak ada pajak di luar konsep zakat yang
diatur dalam Islam.

Pada dasarnya, pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-
Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-
orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu
kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu,
dibolehkan memungut pajak (dharibah) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat
tegas.3

Para ulama berpendapat berdasarkan ijtihad bahwa pajak (dharbah)
diperbolehkan dan timbul karena alasan yang merupakan kewajiban yang berbeda
terhadap kekayaan umat Islam dibandingkan dengan zakat. Sisi lain mengatakan
bahwa tidak ada pajak (yang merugikan) yang diperbolehkan atau tidak
diperbolehkan menurut Syariah. Banyaknya ulama yang berpendapat kalau pajak hal
yang di larang dan ada yang berpendapat membolehkan, maka kita bisa melihat
hukum pajak khususnya di Indonesia dengan maqashid Syariah.

Konsep Mogashid Syariah mendapat tempat yang sangat penting dalam sintesa
hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah diperlukan untuk merancang kebijakan
makroekonomi (uang, keuangan, keuangan publik), keuangan Islam dan produk
keuangan, dan konsep ekonomi mikro lainnya.# Menurut Islam, kekayaan yang
diperoleh manusia dari kegiatan ekonomi berasal dari Tuhan, dan Tuhan
memerintahkannya untuk dibagikan kepada manusia. Oleh karena itu, dalam harta
tersebut terdapat hak yang wajib dibayarkan dengan cara zakat kepada masyarakat
yang berhak, dan juga membayar pajak kepada pemerintah untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Banyak orang, ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.5

Magasid syariah dari sisi pemeliharaan harta adalah segala sesuatu yang ada di
dunia ini adalah milik Tuhan, dan perlu bagi manusia sebagai makhluk untuk

2 “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta, 2018).

3 Fadilah Ilahi Maman Surahman, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam,” Amwaluna : Jurnal
Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1 No.2 (2017).

4 Nurrohman Surahman, “Analysis Of Maqashid Al-SyarTah On The Application Of The
Collateral In The Mudharabah Contract In Sharia Financial Institutions.,” Amwaluna : Jurnal Ekonomi
Dan Keuangan Syariah 4 No.2 (2020).

5 Mustofa & Siti Romlah, “KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH
SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983
(TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG),” Jurnal Alhukmi 3 No. 1 (2022).
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menjaga apa yang telah diberikan kepadanya. Harta yang di pegang oleh manusia
akan dipertanyakan pada yaumul hisab nanti.

Pajak sendiri memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa
pajak yang diterapkan pada zaman itu dan berlanjut di zaman khalifah. Bahkan
sampai sekarang pajak masih di terapkan oleh sejumlah negara, semakin
berkembangnya zaman pajak pun ikut berkembang hingga berbagai macam bentuk
pajak. Jenis-jenis pajak yang baru inilah yang masih menjadi berdebatan beberapa
ulama terkait halal atau haramnya. Penulis ingin membahas salah satu jenis pajak di
Indonesia yaitu pajak konsumen dari pandangan magashid Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus
pada kajian konseptual mengenai pajak (dharibah) dalam perspektif Islam serta
analisis pajak konsumen di Indonesia berdasarkan maqashid syariah.

Analisis difokuskan pada aspek hifz al-mal (perlindungan harta) untuk menilai
apakah pajak konsumen di Indonesia sesuai dengan tujuan syariah. Selain itu,
penelitian ini juga menilai posisi pajak konsumen dalam kategori dharuriyah dan
hajjiyyah, terutama dalam kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat dan
keberlangsungan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah,
yang berasal dari kata <. », < »a, L= yang artinya: mewajibkan, menetapkan,
menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.®
Pengertian ini mengartikan zaribah sebagai kekayaan yang dikumpulkan dari rakyat
untuk keperluan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu zaribah dapat diartikan
sebagai pajak (Muslim). Kita dapat menggunakan kata zaribah dalam pengertian
syariah mengenai pajak (tax), meskipun kata tax (pajak) berasal dari Barat, karena
merupakan realitas dalam sistem perekonomian Islam. Untuk menghindari
kebingungan dalam arti pajak syariah dan pajak non-Islam, maka dipilihlah kata
zaribah dalam bentuk bahasa Arab. Zaribah merupakan pajak tambahan dalam Islam,
sifat dan karakteristik pajak berbeda dengan teori ekonomi non Islam.”

Pajak tidak didefinisikan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah ditinjau dari
status hukumnya. Sistem perpajakan sudah lama diketahui sebagian orang.
Sebagaimana catatan-catatan sebelumnya, terdapat konsep-konsep perpajakan,
antara lain:®

1. Perpajakan dan konsep upeti (adhya) atau persembahan kepada raja. Tanah
yang dikenakan pajak upeti ini adalah tanah yang berada di bawah kehendak
raja atau bangsawan.

6 Ahmad Warson Munawwir, AL Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

7 Maman Surahman, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.”

8 Romlah, “KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983 (TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG).”
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2. Perpajakan dan konsep kontrak kerja (Jiziya: Al-Qur'an) antara wajib pajak
khususnya pemilik dan pemilik. Negara ini merupakan negara pembayar pajak
yang melayani kepentingan elite dan kelompok elite.

3. Perpajak dengan konsep elit dan ruh zakat yaitu pajak sebagai rasa cinta
terhadap pemikiran Allah, merupakan tanggung jawab penguasa, demi
kemaslahatan semua orang, terutama kaum lemah, tidak peduli siapapun, dari
semua agama, dari semua pihak. semua bangsa, ras dan kelas.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, sistem perpajakan yang dikenal
berbeda dengan konsep pajak modern. Beberapa bentuk pungutan yang ada pada
masa itu antara lain:

1. Zakat: Kewajiban religius bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari
kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Ini dianggap sebagai salah satu
pilar Islam.

2. Jizyah: Pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (ahl al-dhimmah) yang
tinggal di wilayah Islam sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keamanan.

3. Kharaj: Pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah, baik Muslim
maupun non-Muslim.

4. Ushr: Pajak sepersepuluh yang dikenakan pada hasil pertanian, terutama untuk
tanah yang diairi secara alami (hujan atau sungai).

5. Ghanimah: Harta rampasan perang yang sebagian digunakan untuk
kepentingan negara dan masyarakat.

6. Fay': Harta yang didapatkan dari lawan tanpa adanya perang, yang juga
digunakan untuk kepentingan umum.

Sistem ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan
pembiayaan negara. Penting untuk dicatat bahwa penerapan dan detailnya mungkin
berbeda-beda tergantung pada konteks dan periode spesifik dalam sejarah Islam
awal.

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh, sebagian juga
berpenadapat tidak boleh. Beberapa ulama berpendapat pajak itu dibolehkan dengan
melihat beberapa dalil:

Loy 2K 2l LIS Y 1T 0 g

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (An-Nisa:29).9 Beberapa ahli mengatakan bahwa
pajak merupakan bagian dari upaya mengkonsumsi barang palsu. Jelas bahwa praktik
ini tidak sesuai dengan standar syariah dalam menawar properti. Sebagai seorang
muslim maka tidak ada kewajiban membayar pajak.

Dalil dari hadits:

G B e )t 5 e g2 Y

Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.

Dari 2 dalil diatas menjelaskan bahwa hukum pajak dalam Islam itu haram.
Dalam pandangan figih tidak ada dalil yang mewajibkan untuk membayar pajak
tetapi setiap muslim wajib membayar zakat.

9 Al-Qur’an Nul Karim, 2014th ed. (Surabaya: Halim, n.d.).
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Alternatif baru harus muncul untuk mengatasi kemiskinan, memperlengkapi
tentara, dan memenuhi kebutuhan bangsa yang tidak dapat dipenuhi dengan zakat
atau sedekah. Pilihan perpajakan sebagai solusi telah memicu perdebatan di kalangan
ahli hukum dan ekonom Islam, sebagian berpendapat bahwa pajak diperbolehkan
dan sebaliknya. Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf mendukung hak
penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat
yang terbebani.”® Begitupun Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah Jika sumber-
sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk
memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat,
kewajiban mereka membayar ongkosnya.

Jika kita mengikuti pendapat para ulama yang membolehkan, maka pajak saat
ini merupakan tanggung jawab warga suatu negara muslim, karena anggaran
pemerintah tidak cukup untuk membayar berbagai pengeluaran, dan jika pekerjaan
tidak didanai, akan menyebabkan kerusakan. Meskipun pencegahan suatu hal yang
nudharat juga bersifat wajib.

Salah satu pajak di Indonesia yaitu pajak konsumen, pajak konsumen ada dalam
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pemerintah menerbitkan UUD tentang
pajak pertambahan nilai barang atau pajak konsumen ini dengan berbagai alasan.

Alasan adanya pajak kepada konsumen di Indonesia:

1. Sumber pendapatan negara: Pajak konsumen merupakan sumber pendapatan
pemerintah yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan
publik.”

2. Pemerataan beban pembangunan: Pajak penjualan membantu menyebarkan
beban pendanaan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat.”

3. Pengendalian pola konsumsi: Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk
mengatur konsumsi suatu barang tertentu.

4. Perlindungan produk dalam negeri: Bea masuk membantu melindungi industri
dalam negeri dari persaingan produk luar negeri.’s

5. Redistribusi pendapatan: Beberapa jenis pajak konsumsi dirancang untuk
memberikan beban yang lebih besar pada konsumen berpenghasilan tinggi.

6. Kemudahan dalam pemungutan: Pemungutan pajak penjualan relatif mudah
karena berkaitan langsung dengan transaksi ekonomi.'4

7. Pengendalian eksternalitas negatif: Pajak dapat digunakan untuk mengurangi
konsumsi barang-barang yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau
kesehatan masyarakat.masyarakat.

Suatu hukum yang tercantum UUD 1945 apabila tidak dilaksanakan akan ada
sanksi dan hukumannya. Dalam pajak konsumen apabila si pemilik toko yang tidak

© Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, Terj. Ikhwan Abidin Basri. (Surakarta:
Agwam, 2018).

" “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan,” n.d.

4 Siti Resmi, Perpajakan: Teori Dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
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memungut pajak dari konsumen akan mendapat konsekuensi dan hukumnya karena
ini terkait dengan kepatuhan pajak. Ada beberapa hukuman bagi pelanggar yang
tidak memungut pajak kepada konsumennya:

1. Sanksi administratif untuk pemilik toko dengan besaran yang bervariasi sesuai
regulasi setempat

2. Sanksi dengan pembayaran pajak terutang, pemilik toko akan tetap diwajibkan
membayar pajak yang seharusnya dipungut.

3. Pencabutan izin usaha

4. Sanksi pidana bisa diterima oeleh pemilik toko apabila kasus ini berlanjut ke
tahap serius dan terulang kembali
Adanya perbedaan pendapat mengenai hukum pajak konsumen di kalangan

ulama, magashid Syariah hadir demi kemaslahatan agama dan dunia. Jika dilihat dari
al-dharuriyat al-khams menurut Al-Ghazali yaitu hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql,
hifdzu nasl, hifdzu mal.*> Pajak konsumen hanya masuk ke hifdzu mal yaitu Upaya
Perlindungan harta untuk tujuan syariah dapat dilakukan dengan mengelola harta
untuk hal yang lebih baik, seperti membayar zakat, mengelola harta wakaf untuk
kesejahteraan umat, dan memperbanyak nasehat pengelolaan keuangan syariah
dengan tujuan untuk melabuhkan dan melindungi umat. Jauh dari kemiskinan dan
kekurangan.

Asy-Syatibi dalam  pandangannya mengenai maqasid al-shariah
mengkategorikan keadaan darurat dari pokok magqasid al-shariah menjadi tiga
kelompok, yaitu daruriyah, hajjiyyah, dan tahsiniyah.®* Menurut undang-undang
pajak restoran yang dikeluarkan pemerintah, jika tujuan undang-undang ini adalah
untuk meningkatkan kekuatan ekonomi daerah yang digunakan untuk kebutuhan
daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dianalisis dengan
pandangan dua tingkat maqashid Syariah menurut As-Syatibi:

1. Al-Daruriyah adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menolak
bahaya. Sebab tujuan pengenaan pajak terhadap konsumen adalah untuk
meningkatkan kekuatan perekonomian negara, yang mana jika peraturan
tersebut tidak ditaai maka akan terjadi suatu bahaya yang akan merugikan
bahkan pemilik took akan mendapat sanksi seperti pencabutan izin usaha.

2. Al-Hajjiyyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai manusia.
Dimana Program-program ini dirancang untuk membantu kebutuhan lokal,
dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kelangsungan hidup menjadi sulit.
Pajak harus dibayar, karena pajak telah diambil untuk setiap warga negara.

Begitu dia memasuki suatu negara dan bernafas, dia harus membayar pajak. Menurut
para ahli bahasa, perpajakan adalah pembayaran uang kepada pemerintah untuk
menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan umum seperti rumah sakit,
jembatan umum, jalan, dan lain-lain untuk membayar pegawai negeri. Sehingga pajak
konsumen disini menjadi tingkatan daruriyah, karena apabila kita tidak membayar

> Busyro, Maqashid Syariah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
16 Anjar Kususiyanah Dian Safitri, “MPLEMENTASI REGULASI PAJAK RESTORAN DI KOTA
MADIUN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH,” Jurnal Antologi Hukum 3 No. 2 (2023).
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pajak maka ada sanksi yang akan menjadi hal dharuroh seperti penyitaan barang
milik kita, pencabutan izin usaha, bahkan bisa ke ranah pidana.

KESIMPULAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar Pajak di Indonesia
sudah tercantum di Undang Undang Dasar 1945 salah satunya pajak konsumen.

Pajak konsumen menjadi suatu hal baru yang tidak ada dalam zaman Rasulullah
SAW. Sehingga menimbulkan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Pada
pembahasan ini jika melihat dari masaqgshid Syariah menurut pandangan Asy-Syatibi
pajak konsumen masuk ke dua kategori Al-Daruriyah dan Al-Hajjiyyah, sehingga
dapat disimpulkan bahwa hukum pajak konsumen menjadi boleh demi kemaslahatan
dan harus ditaati bagi yang mendapat kewajiban membayar pajak konsumen agar
tidak menjadi dharuroh yang tidak diinginkan.
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